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Ketua Golkar
‘Salatiga
Diputus Bebas

Sudah Tiga Terdakwa Kasus Banpol Lepas Jeratan Hukum
SEMARANG — Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Semarang kembali me-
mutus bebas terdakwa kasus dugaan ko-
rupsi penyalahgunaan dana bantuan

politik (banpol).

Setelah membebaskan Ketua
DPD Partai Golkar Kabupaten
Demak, Budi Achmadi dan
Ketua DPC PDI Perjuangan
Kabupaten Purworejo yang
juga Ketua DPRD Kabupaten
Purworejo, Luhur Pambudi
Mulyono, kali ini hakim mem-
bebaskan Ketua Partai Golkar
Salatiga, Agung Setyono dari
segaladakwaan.

Putusan bebas tersebut di-
bacakan oleh majelis hakim
yang diketuai Sulistyono di
Pengadilan Tipikor Semarang.
Dalam amar putusannya, ha-
kimketuamenyatakanterdak-
wa Agung Setyono tidak ter-
bukti bersalah dalam perkara
penyalahgunaan penyaluran
dana bantuan politik Partai
Golkar Kota Salatiga tahun
2010-2012itu.

“Menyatakan terdakwa
Agung Setyono tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak
pidana korupsi. Membebas-
kan terdakwa dari semua dak-
waan dan meminta terdakwa
segera dibebaskan dari taha-
nan. Memerintahkan agarhak
dan martabat terdakwa dipu-
lihkan seperti semula,” kata

e AL UE AR, in.

Dalam pertimbangannya,
hakim menilai jika Agung
tidak terbukti melanggar UU
No31/1999yangtelah diubah
dengan UU No 20/2001 ten-
tang Pemberantasan Tindak
Pidana Porupsi, sebagaimana
dakwaan primer dan subsider
Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Kejari Salatiga. Selain itu, ha-
kim juga menilai bahwa dalam
perkara itu tidak ada kerugian

Negarayangditimbulkan.

“Menurut hakim, dana
bantuan politik partai Golkar
yang berasal dari APBD ter-
sebut merupakan hak parpol.
Dengan demikian, setelah
resmi diterima oleh partai po-
litik maka sifat keuangan ne-
garanya menjadi hilang,” te-
rang Sulistyo.

Karena membebaskan ter-
dakwa Agung Setyono dari se-
gala dakwaan, maka uang
Rp130 juta yang dititipkan
terdakwa kepada Kejari Sa-
latiga sebagai uang pengganti

y Negara akan dikem-
balikan kepada terdakwa. Pe-
ngembalian dilakukan setelah
putusan memiliki kekuatan
hukum tetap.

“Demikian putusan inikami
buat, bagi pihak yang tidak
sependapat dapat mengajukan

upaya hukum lanjutan berupa
kasasi,” pungkas Sulistyono
sambilmenutupsidang.

Kuasa hukum Agung Set-
yono, Yohanes Winarto me-
nyambut baik putusan hakim
tersebut. Menurutnya, putusan
hakim sudah tepat karena
berpegangan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri yang
mengatur tentang pemberian

. J. 4 enuntut mum
(JPU) Kejari Salatiga, Nizar
mengaku belum mengambil
sikap atas putusan itu. Pihak-
nya meminta waktu untuk
p.] X _p.] .

Agung Setyono didakwa
merugikan keuangan Negara
sebesar Rp130 juta dalam per-
kara penyalahgunaan penya-
luran dana bantuan politik
Partai Golkar Kota Salatiga
tahun 2010-2012. Dalam si-

dang tuntutan, Agung dinya-

takan terbukti melanggar Pa-
sal3joPasall8UUNo0 31/1999
sebagaimana diubah dan di-
tambah dengan UU No
20/2001 Pasal 55ayat 1 ke 1
KUHP dan dituntut hukuman
selama 1,5 tahun penjara.

KasusinibermulasaatDPD
Partai Golkar Salatiga mene-
rima dana bantuan politik
sejak 2010-2012. Dana itu di-
peroleh sesuai hasil jumlah
suara yang masuk ke DPD
Partai Golkar saat pelaksana-
an pilkada 2009.

Rinciannya, setiap tahun
mulai2010 hingga 2012 DPD
Golkar Salatiga mendapat
bantuan Rp56,5 juta. Jadi dal-
am tiga tahun itu, total ban-
tuan yang didapat Rp169,9
juta. Penggunaan dana itu
sesuai er\:ﬁukann a adalah
untuk l:;-ne ﬂungfpgndid.i—
kan politik. Namun oleh ter-
dakwaAgung,danadigunakan
tidak sesuai peruntukannya
seperti digunakan untuk
membayar gaji, pembelian ba-
han bangunan, snack pengu-
rus pleno dan reses, uang tran-
sport, pemberian bantuan,
pembelian karangan bunga,
sewarumahsekretariatan,beli
komputer, kursi, alat
elektronik dan sebagainya.

Rinciannya, penyimpa-
ngan danabanpol tahun 2010
yang tidak sesuai peruntukan
sebesar Rp40,5 juta, 2011 se-
besar Rp48,9jutadan 2012 se-
besar Rp41,5juta. Namunatas

an yang tidak sesuai
tersebut, térdakwa melapor-
kan Laporan Pertanggungja-
waban seolah dana digunakan
sesuai peruntukan. Dengan
kata lain, Lpj yang dilaporkan
tersebut untukkegiatan fiktif.

Dari audit BPKP, total dana
banpol yang digunakan tidak
sesuai selama tiga tahun
tersebutolehterdakwasebesa-
r Rp130,9 juta. Jumlah terse-

but dinyatakan sebagai keru-

giannegara. e
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